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Puji syukur Al-Hamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan
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Dengan keridaan Allahlah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai
salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Syari’ah pada Jurusan Al-Ahwal Al-
Syakhsiyah di Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini, berkat bantuan
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1. Bapak Drs. Hasanudin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Ilmu Al-
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Keluarga merupakan unit satuan yang terkecil dalam masyarakat dan
kelompok pertama yang dikenal oleh manusia. Dalam kehidupan keluarga sering kita
Jumpai adanya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, pekerjaan tersebut
biasanya dalam keluarga disebut fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang harus dilakukan
oleh keluarga adalah fungsi biologis, karena dengan fungsi biologis ini diharapkan
agar keluarga dapat menyelenggarakan persiapan-persiapan perkawinan bagi anak-
anaknya.'

‘Sudah fhenjadi hukum alam bahwa tindak lanjut dari perkawinan akan
melahirkan sebuah keturunan. Dan proses semacam ini telah dikenal dari masyarakat
yang bersifat sederhana sampai pada masyarakat yang mempunyai budaya tinggi,
baik itu pengaturannya melalui hukum adat maupun melalui undang-undang yang
telah dibentuk oleh lembaga kenegaraan serta ketentuan yang telah digariskan oleh
agama.

Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
merupakan jawaban dari kesewenangan suami untuk menjatuhkan falak terhadap

isterinya, membatasi poligami serta mengangkat derajat kaum wanita.

! Abu Ahmadi, /lmu Sosial Dasar, (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1991), h. 89




Dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 masalah poligami tidaklah
dilarang secara mutlak melainkan boleh apabila telah memenuhi syarat yang
ditentukan oleh hukum Islam. Lain halnya dengan hukum adat yang berlaku pada
 masyarakat Baduy, walaupun disatu tempat terdapat kelompok yang praktek
perkawinannya diberlakukan hukum Islam, tapi masih ada kelompok yang menganut
pada sistem monogami secara mutlak. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui
sejauh mana tinjauan hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974
terhadap perkawinan hukum adat Baduy.

Adapun yang mendorong penulis untuk membahas skripsi ini berdasarkan
beberapa alasan antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana adat istiadat masyarakat Baduy.

2. Unwk memperkenalkan pada masyarakat umum dizaman millennium masih
terdapat kelompok masyarakat yang primitif.

3. Judul skripsi ini belum dibahas di Fakul';as Syari’ah Institut Ilmu Al-Qur’an (11Q)

Jakarta.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Baduy adalah masyarakat primitif yang ada di bumi Indonesia, lokasinya
berada di Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawarna. Suku Baduy hidup dan berkembang
tidak mengharapkan yang sifatnya bantuan dari orang lain atau dari luar. Mereka

hidup dari kemampuan dan perelataan tradisional sebagai sumber penghidupannya,




dan amanat leluhur yang menjelma menjadi hukum adat yang mampu mengatur
tatanan kehidupannya.?

Maka tidaklah heran kalau banyak wisatawan asing maupun pribumi sendiri
yang tertarik untuk menyikapi segudang tradisi yang terkandung dalam masyarakat
Baduy. Khususnya dalam tradisi perkawinannya, oleh karena itu, penulis tertarik
untuk menyikapi masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, mulai dari asas
perkawinan, sistem perkawinan, juga ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam
perkawinan mereka, yang terkadang berbeda dengan masyarakat kebanyakan.

Akan tetapi dalam skripsi ini, penulis hanya akan membandingkan
perkawinan masyarakat Baduy dengan hukum Islam dan Undang-undang Nomor I
Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun permasalahannya dapat dirumuskan sebagai
berikut:

]. Bagaimana masyarakat Baduy mengadakan perkawinan

2. Adakah persamaan dan perbedaan tata cara perkawinan masyarakat Baduy
dengan ajaran Islam

3. Apakah perkawinan hukum adat masyarakat Baduy bertentangan dengan Undang-

undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan.

% Humas, Kab., Lebak, Suku Baduy, (Lebak: Bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Lebak,
1992), h. 5




Dan perlu diketahui bahwa dalam Undang-undang perkawinan Tahun 1974
tidak dibahas tentang peminangan, mahar, dan walimah melainkan apa saja yang
harus dipenuhi oleh setiap orang sebelum dan sesudah perkawinan sehingga

perkawinan tersebut dianggap resmi.

C. Metode Pembahasan
Dalam skripsi ini penulis menggunakan dua metode yaitu:
1. Metode Kepustakaan (library research), yakni pengumpulan data yang diperoleh
dari buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini.
2. Metode penelitian lapangan (field research)
e Observasi Yaitu melakukan pengamatan secara langsung di kawasan desa
Kanekes, Kecamatan LeuWidamar, Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak.
e  Wawancara yaitu menghimpun data dan informasi pada aparatur hukum adat,
 pejabat desa (Lurah) dan anggota masyarakat.
Sebagai peralatan yang digunakan untuk wawancara adalah tape recorder.
Sedangkan teknik penulisannya, penulis menggunakan teknik yang biasa dipakai
dalam pembahasan karya ilmiah yang dalém hal ini berpedoman pada buku Pedoman

Penulisan Skripsi, Tesis dan Desertasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.




D. Sistematika Penulisan

BAB. 1

BAB. I

BAB. 111

BAB. 1V

PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang alasan pemilihan judul, pembatasan,
dan perumusan masalah, metode pembahasan dan sistematika
penulisan.

MENGENAL MASYARAKAT BADUY

Dalam bab ini diuraikan tentang lokasi dan latar balakang masyarakat
Baduy, historis lahirnya penamaan Baduy, kondisi sosial budaya
agama serta ekonomi dan mata pencahariannya.

SISTEM PERKAWINAN ADAT BADUY

Dalam bab ini diuraikan tentang sistem perkawinan hukum adat Baduy
menurut sifatnya, proses upacara sebelum perkawinan, proses upacara
saat perkawinan dan proses upacara setelah perkawinan.

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UU NO.1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

Dalam bab ini diuraikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam
terhadap sistem , perkawinan adat Baduy menurut sifatnya, proses
upacara sebelum perkawinan, proses upacara pada saat perkawinan
dan proses upacara setelah perkawinan dan tinjuan UU No.1 tahun

1974 terhadap sistem perkawinan adat Baduy menurut sifatnya, proses

~ upacara sebelum perkawinan, proses upacara pada saat perkawinan

‘dan proses upacara setelah perkawinan.



BAB. V

PENUTUP
Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban
dari masalah-masalah yang telah penulis rumuskan dalam bab I dalam

skripsi ini. Kemudian saran-saran yang disertai dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan perkawinan adat masyarakat Baduy ditinjau dari
hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Masyarakat Baduy mengadakan perkawinan dimulai dengan pelamaran terlebih
dahulu, kemudian setelah ditentukan waktunya, lalu diikuti dengan upacara
perkawinan yang dipimpin oleh leluhur ada;. Jadi perkawinan masyarakat Baduy
seperti hainya masyarakat adat lainnya yaitu sangat menjunjung tinggi tatanan
adat istiadatnya.

2. Tata cara perkawinan dalam masyarakat Baduy ada persamaannya dan
perbedaannya. Adapun persamaannya ijalah .masyarakat Baduy mempunyai
ketentuan-ketentuan khusus dalam manyiképi sebuah persoala.n seperti halnya
dalam ajaran Islam, dan perbedaannya itu hanya dalam melaksanakan ketentuan-
ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut.

3. Perkawinan hukum adat masyarakat Baduy dapat dikatakan bertentangan dengan
Undang-undang Nomor I Tahun 1974, karena dilakukan tidak beradasarkan
agama yang diakui oleh perundang-undangan.

Setelah penulis menyimpulkan beberapa masalah, maka terjawablah
permasalahan-permasalahan yang penulis rumuskan dalam skripsi ini yaitu bahwa

55



56

perkawinan hukum adat masyarakat Baduy ditinjau dari hukum Islam dan Undang-

undang Nomor I Tahun 1974 adalah tidak sah.

B. Saran-saran
Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Untuk para pembaca khususnya masyarakat Baduy pemuda-pemudi apabila
hendak melangsungkan perkawinan, agar mengikuti tata cara yang telah
ditentukan oleh hukum Islam dan Undang-undang Nomor I Tahun 1974, bagi
yang beragama Islam dan bagi yang non muslim, hendaknya mengikuti
ketentuan-ketentuan UU No. I Tahun 1974 dan agamanya masing-masing.

2. Demi tertibnya sebuah perkawinan yang ada di Indonesia, hendaknya kepada
pegawai KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) untuk
lebih meningkatkan lagi penyuluhan dan penjelasan bahwa pentingnya sebuah
pencatatan perkawinan.

3. Kepada lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten Lebak, agar lebih
mendekatkan diri untuk mengajak dam membawa masyarakat Baduy supaya tidak
menutup diri, dan bergabung bersama masyarakat luar pada umumnya.

4. Kepada lembaga-lembaga da’wah Islam yang ada di Kabupaten Lebak, agar lebih
ditingkatkan lagi usahanya dalam mengajak masyarakat Baduy untuk mengikuti
ajaran Islam secara sempurna.

5. Bagi yang tena;ik dengan adat istiadat masyarakat Baduy, jangan segan-segan

untuk mengunjunginya.
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